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BAB  I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek reformasi yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan

mengenai otonomi daerah. Masalah dalam menghadapi perkembangan keadaan seperti saat

ini, terutama situasi di dalam negeri yang menghendaki adanya otonomi yang seluas-

luasnya, maka perlu diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada

daerah secara profesional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan

pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah

sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 09 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Kegiatan Pemerintah Daerah pada umumnya selalu meningkat karena

Pemerintah Daerah bertindak sebagai pelopor dan pengendali pembangunan. Sejalan

dengan hal tersebut, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai salah satu daerah otonomi

yang sedang melaksanakan perkembangan otonomi di daerahnya dan juga memiliki

kegiatan pemerintah yang semakin meningkat, sehingga diperlukan pembiayaan-

pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit. Mengingat diperlukan

pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya

tersebut, maka pembiayaan kegiatan pemerintah itu dapat terpenuhi dengan adanya

penerimaan daerah, salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai salah satu

perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan wewenang yang

diberikan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan

1
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka

diperlukan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan daerah. Sumber-sumber

penerimaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah diatur dalam UU No.33 tahun

2004 Pasal 5 dan Pasal 6 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

2. Dana Perimbangan yaitu:

a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

3. Lain-lain Pendapatan yang sah (UU No. 33 tahun 2004)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ahmad Yani (2002 : 56) merupakan

sumber pendapatan yang penting untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan

Komering Ilir berupaya menggali dan mengembangkan segala potensi yang menjadi

sumber dana pembangunan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Salah satu yang merupakan

PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki kontribusi besar adalah pajak daerah.

Menurut Suparmoko (2013:128), pajak adalah pembayaran iuran rakyat kepada negara

yang dapat dipaksakan dan tanpa balas jasa yang secara langsung bisa ditunjuk.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu

sumber penerimaan pendapatan yang memiliki peranan dalam penyediaan sumber dana

bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Pajak ini dipungut oleh Pemerintah Daerah

yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing dan hasil pemungutannya

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.
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Berikut ini merupakan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Badan

Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015-2016

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015-2016

No Sumber Penerimaan 2015 2016

1 Pendapatan Pajak Daerah 34.173.726.466 21.849.570.409

2 Pendapatan Retribusi Daerah 5.485.802.423 6.329.877.298

3
Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan
6.771.328.042 7.337.338.433

4 Lain-Lain PAD yang Sah 52.659.622.195 73.465.415.017

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 99.090.479.126 108.982.201.158

Sumber : Laporan Target dan Realisasi (PAD) Tahun 2013-2016 Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

yang bersumber dari pajak daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015 yaitu sebesar

Rp 34.173.726.466 sedangkan di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp

21.849.570.409. Meskipun penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak

daerah mengalami penurunan, akan tetapi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari

pajak daerah ini termasuk salah satu penerimaan pendapatan terbesar kedua dari sektor

Pendapatan Asli Daerah (PAD), setelah Lain-Lain PAD yang Sah.

Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam menjalankan

tugas dan fungsinya, mengelola 11 jenis pajak yakni:

1. Pajak Hotel;

2. Pajak Restoran;

3. Pajak Reklame;
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4. Pajak Hiburan;

5. Pajak Penerangan Jalan;

6. Pajak Bahan Galian golongan C;

7. BPHTB;

8. Pajak Bumi dan Bangunan;

9. Pajak Sarang Burung Walet;

10. Pajak Air Tanah;

11. Pajak Parkir.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, terdapat pengalihan wewenang atas pajak restoran dari pusat ke daerah,

pengalihan wewenang tersebut menyebabkan kegiatan Pemerintah Daerah semakin

meningkat pula. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau

pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit. Mengingat diperlukan pembiayaan atau

pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya tersebut, maka pembiayaan kegiatan

pemerintah itu dapat terpenuhi dengan adanya penerimaan daerah, salah satunya pajak

daerah.

Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015-2016 yang

berasal dari pajak restoran selalu melebihi target dari yang ditetapkan setiap tahunnya, hal

ini dikarenakan  yang menjadi sasaran Wajib Pajak Restoran tidak didasarkan pada

restoran yang memiliki izin usaha maupun tidak memiliki izin usaha. Terlihat pada tahun

2015 realisasi pajak restoran mencapai 135,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp

329.500.000 yaitu Rp 445.245.500. Sedangkan di tahun 2016 realisasi pajak restoran

mengalami penurunan persentase dari tahun sebelumnya sebesar 133,47% dari target

sebesar Rp 500.000.000 yaitu Rp 667.342.859. Berikut tabel 2 mengenai target dan

realisasi penerimaan pajak daerah di Kab. OKI tahun 2015-2016 yaitu:
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Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015-2016 Badan
Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

No. Jenis
Penerimaan

Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2016

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 Pajak Hotel 77.040.000 135.550.000 175,95% 125.000.000 156.666.250 125,33%

2
Pajak
Restoran

329.500.000 445.245.500 135,13% 500.000.000 667.342.859 133,47%

3
Pajak
Hiburan

7.000.000 7.100.000 101,43% 20.000.000 24.867.500 124,34%

4
Pajak
Reklame

346.799.750 549.628.975 158,45% 500.000.000 555.220.605 111,04%

5
Pajak
Penerangan
Jalan

9.889.000.000 11.997.665.891,60
121,32%

12.781.869.321 13.201.861.671 103,29%

6
Pajak Bahan
Galian
Golongan C

2.234.500.188 3.090.035.042,50
138,29%

2.494.500.188 3.033.919.538 121,62%

7. BPHTB 15.034.000.000 14.727.487.037 97,96% 550.000.000 853.644.204 155,21%

8.
Pajak Bumi
Dan
Bangunan

2.750.000.000 3.109.150.020 113,06% 3.000.000.000 3.244.116.382 108,14%

9.
Pajak Sarang
Burung
Walet

15.000.000 23.530.000 156,87% 15.000.000 19.920.000 132,80%

10.
Pajak Air
Tanah

12.208.000 12.713.000 104,14% 12.208.000 12.893.000 105,61%

11. Pajak Parkir 49.217.579 75.621.000 153,65% 69.750.000 79.118.400 113,43%

Jumlah 30.744.265.517 34.173.726.466,10 111,15% 20.068.327.509 21.849.570.409 108,88%

Sumber : Laporan Target dan Realisasi (PAD) Tahun 2013-2016 Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir.
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Berdasarkan kaitannya pada tabel 2, selanjutnya dapat dilihat kontribusi pajak

restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015-

2016 yaitu:

Tabel 3 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2016

No. Tahun Jenis
Penerimaan

Target Realisasi %

1 2015
Restoran 329.500.000 445.245.500 135,13%

Pendapatan
Asli Daerah

146.989.528.207,86 99.090.479.126,72 67,41%

2 2016
Restoran 500.000.000 667.342.859 133,47%

Pendapatan
Asli Daerah

116.025.484.970,00 108.982.201.158,02 93,93%

Sumber : Laporan Target dan Realisasi (PAD) Tahun 2013-2016 Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan tabel 3, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015 sebesar Rp 445.245.500 atau 0,0045%

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedangkan di tahun

2016 kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami

peningkatan sebesar Rp 667.342.859 atau menyumbang sebesar 0,0061%.

Sehubungan dengan adanya pengalihan wewenang atas pajak restoran dari pusat ke

daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan penerimaan pajak restoran

secara maksimal, efektif, dan efisien, serta membantu meningkatkan pembangunan dan

perekonomian negara. Menurut Wardoyo (1980:41), pengelolaan adalah suatu rangkaian

kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun ciri-ciri pengelolaan

yang baik menurut Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta

satu dengan yang lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang
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keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya

diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki;

2. Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh

kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang

tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan;

3. Pelaksanaan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar

bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan

perencanaan dan pola organisasi;

4. Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai,

pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil

tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Landasan hukum yang mengatur tentang pajak daerah adalah UU No. 28 tahun

2009, sedangkan pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering

Ilir Nomor 20 tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Adapun pelaksanaan pemungutan pajak

restoran di Kabupaten Ogan Komering Ilir diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ogan

Komering Ilir Nomor 20 tahun 2016 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan

Penyetoran Pajak Restoran. Pajak restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan atau

minuman dengan dipungut bayaran kemudian dikenakan pajak 10%.

Mekanisme pembayaran pajak restoran di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam hal

ini bersifat sistem self assesment yakni wajib pajak sendiri yang menyetorkan dan

melaporkan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) ke Badan Pengelola

Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir setiap bulannya atau melalui Bank yang

bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini

Bank Sumsel Babel.
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Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2016

tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Restoran Kabupaten

Ogan Komering Ilir. Pajak restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman

dengan dipungut bayaran atas pelayanan yang disediakan restoran kemudian dikenakan

pajak sebesar 10%. Adapun objek pajak restoran yang termasuk dalam Peraturan Bupati

Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2016 tentang Prosedur Pendaftaran,

Pemungutan dan Penyetoran Pajak Restoran Kabupaten Ogan Komering Ilir, meliputi :

1.Rumah Makan;

2.Kafetaria;

3.Kantin;

4.Warung;

5.Bar;

6. Jasa Boga Katering.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ilir tahun 2015-2016, diketahui bahwa jumlah restoran yang ada di

Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015 berjumlah 30 restoran yang terdiri atas rumah

makan sebanyak 19, kafetaria berjumlah 0, kantin berjumlah 1, warung berjumlah 10, jasa

boga katering berjumlah 0 dan bar berjumlah 0. Sedangkan tahun 2016 mengalami

peningkatan objek restoran yaitu berjumlah 58 restoran yang terdiri atas rumah makan

sebanyak 23, kafetaria berjumlah 1, kantin berjumlah 6, warung berjumlah 23, jasa boga

katering berjumlah 5 sedangkan bar berjumlah 0. Selanjutnya, untuk melihat secara rinci

mengenai nama-nama usaha dan jenis usaha yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir

tahun 2015-2016 dapat dilihat pada lampiran halaman 181. Berikut ini tabel 4 mengenai

rekapitulasi jumlah restoran berdasarkan klasifikasinya di Badan Pengelola Pajak Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015-2016 yaitu:
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Tabel 4 Rekapitulasi Jumlah Restoran Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2015-2016
Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

No. Jenis Restoran 2015 2016

1 Rumah Makan 19 23

2 Kafetaria 0 1

3 Kantin 1 6

4 Warung 10 23

5 Bar 0 0

6 Jasa Boga Katering 0 5

Total 30 58

Sumber : Daftar Induk Wajib Pajak Restoran Tahun 2015-2016 Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan kaitannya pada tabel 4, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah restoran

berdasarkan klasifikasinya pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan jumlah Wajib

Pajak Restoran, realisasi penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak restoran juga

sudah sesuai dari target yang ditetapkan, serta diikuti dengan kontribusi pajak restoran

yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun, pada proses pengelolaannya

masih banyak terdapat kendala yang terjadi di lapangan yaitu sebagai berikut:

1. Masih Banyak Objek Pajak Restoran yang Belum Terdata dan Dikenakan

Pajak

Berdasarkan kaitannya dengan pengelolaan penerimaan pajak restoran, Badan

Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir hendaknya memperhatikan kondisi

pertumbuhan wajib pajak yang ada saat ini serta melakukan pendataan ulang. Tujuannya

agar dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak restoran secara maksimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, melihat upaya Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ilir dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak restoran, akan
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dilakukan validasi data ulang terhadap restoran yang ada saat ini, seperti yang dikutip

langsung melalui website Berita Musi Post (2017) yang menyatakan bahwa:

“KAYUAGUNG I Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera
Selatan melalui Badan Pengelola Pajak Daerah akan lebih meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Peningkatan itu dilakukan dengan lebih memaksimalkan objek
pajak yang ada di daerah tersebut khususnya Pajak Restoran/Rumah Makan. Kepala
Badan Pengelolaan Pajak Daerah, Hj. Nursula, mengatakan, meskipun PAD dari
sektor tersebut melampaui target. Dirinya menilai selama ini PAD dari Pajak
Restoran belum dikelola secara optimal, mengingat masih banyak rumah makan yang
belum dikenakan pajak. “Potensi Pajak Restoran cukup besar untuk menjadi satu
sumber PAD, untuk itu kedepan sektor ini akan kita kelola semaksimal mungkin,”
ujar Nursula dibincangi di ruang kerjanya, Kamis (26/1/2017). Nursula menjelaskan,
dari target Rp 500 juta pada tahun 2016, realisasi mencapai Rp 667 juta lebih.
“Tahun ini target menjadi Rp 525 juta naik 5 persen dari tahun sebelumnya, kita
optimis realisasi pajak dari sektor ini akan melampaui target bahkan bisa over
target,”sebutnya. Dia menyebutkan, dari sekian banyak rumah makan yang ada di
Kabupaten OKI masih banyak yang belum terdata dan belum dikenai pajak. Untuk
itu kedepan akan kita maksimalkan dengan melakukan validasi data terhadap rumah
makan yang ada. Katanya, pihaknya akan segera melakukan monitoring terhadap
rumah makan yang ada di Kabupaten OKI dengan melakukan validasi data dan akan
dilakukan uji petik. “ Akan kita kroscek dulu sehingga pajak yang dibayarkan benar-
benar sesuai dengan pendapatan yang diperoleh oleh para pengusaha
restoran,”terangnya. Dirinya berharap, tahun ini semua pengusaha rumah makan
yang ada harus membayarkan Pajak Restoran yang mereka miliki. “Intinya kita ingin
pajak dari sektor ini bisa memberikan kontribusi yang besar bagi PAD
kita,”ungkapnya.” 1)

Berdasarkan penjelasan berita di atas, diketahui bahwa Kepala Badan Pengelola

Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang dilakukan melalui sektor pajak daerah khususnya pajak restoran, dengan lebih

memaksimalkan objek pajak yang ada di daerah tersebut yaitu restoran/rumah makan.

Berdasarkan penilaian oleh Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan1

Komering Ilir yaitu menilai selama ini PAD dari pajak restoran belum dikelola secara

optimal, mengingat masih banyak rumah makan yang belum terdata dan dikenakan pajak.

1) Berita Musi Post. 2017. 2017, Pemerintah Kabupaten OKI Maksimalkan Pajak Rumah Makan.
http://beritamusi.co.id/2017/01/26/2017-pemkab-oki-maksimalkan-pajak-rumah-makan/, diakses tanggal 28
September 2017
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perizinan dan Penanaman Modal

Kabupaten Ogan Komering Ilir, berikut ini rekapitulasi jumlah restoran yang tercatat

memiliki Surat Izin Tempat Usaha di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten

Ogan Komering Ilir, namun tidak terdata dan tidak dikenakan pajak oleh Badan Pengelola

Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015-2016 yaitu:

Tabel 5 Rekapitulasi Daftar Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha Restoran di Badan
Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2016

No. Jenis Restoran 2015 2016

1 Rumah Makan 4 6

2 Kafetaria 0 0

3 Kantin 0 1

4 Warung 7 5

5 Bar 0 1

6 Jasa Boga Katering 2 2

Total 13 15

Sumber : Daftar Penerbitan Surat Izin Gangguan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2016 di
Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan kaitannya pada tabel 4 dan tabel 5, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika

dilihat berdasarkan rinciannya pada lampiran halaman 186, diketahui bahwa tahun 2015

sebanyak 30 jumlah Wajib Pajak Restoran yang tercatat dan terdata di Badan Pengelola

Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, seluruhnya tidak memiliki izin usaha pada

Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berbanding lurus

dengan Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tahun 2015

sebanyak 13 restoran yang tercatat memiliki izin usaha atas restorannya di Badan Perizinan

dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir, diketahui tidak ada satupun

restoran yang terdata dan dikenakan tarif pajak restorannya oleh Badan Pengelola Pajak

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sama seperti tahun 2015, pada tahun 2016
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sebanyak 58 jumlah Wajib Pajak Restoran yang tercatat dan terdata di Badan Pengelola

Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, seluruhnya tidak ada yang memiliki izin

usaha di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir dan

sebanyak 15 restoran yang tercatat memiliki izin usaha atas restorannya di Badan Perizinan

dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir, diketahui tidak ada satupun

restoran yang terdata dan dikenakan tarif pajak restorannya oleh Badan Pengelola Pajak

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini disebabkan karena belum adanya

koordinasi antara Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan

Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2016.

2. Belum Optimalnya Pengelolaan Penerimaan Pajak Restoran di Badan

Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sehubungan dengan belum optimalnya pengelolaan penerimaan pajak restoran di

Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan Laporan Hasil

Evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. LHE-

253/PW07/3/2017 Tahun 2017 menyatakan bahwa pengelolaan penerimaan pajak restoran

di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 dinyatakan

belum optimal, hal ini dilihat dari Hasil Evaluasi BPKP yang menjelaskan bahwa

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2010

tentang pajak restoran antara lain pada Pasal 1 (6), Pasal 1 (7), Pasal 3 (2), Pasal 5, Pasal 6,

dan Pasal 7. Penyebab terjadinya kondisi pada pasal-pasal tersebut yakni : Pertama, upaya

peningkatan kepatuhan wajib pajak berupa pemeriksaan pembukuan restoran belum

dilakukan karena belum adanya tugas pokok dan fungsi (tupoksi)/ pedoman pemeriksaan/

SDM. Upaya peningkatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ilir baru sebatas evaluasi dan himbauan agar meningkatkan setoran pajak.

Kedua, rendahnya kesadaran pembayaran pajak daerah dari wajib pajak. Ketiga, belum
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dibuatnya ketentuan tentang mekanisme pemungutan pajak restoran bersumber dari dana

APBD serta teknis pelaporannya. Berdasarkan ketiga kondisi tersebut, mengakibatkan

pengelolaan penerimaan dari pajak restoran belum optimal, atas kondisi tersebut

disarankan kepada Bupati Ogan Komering Ilir agar menginstruksikan Kepala Badan

Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menyusun pedoman/ SOP

pemeriksaan pajak restoran dan menyusun SOP pemungutan pajak restoran bersumber dari

dana APBD serta teknis pelaporannya. (Laporan Hasil Evaluasi Potensi Pendapatan Asli

Daerah dan Pemetaan Pemeriksaan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan

Komering Ilir Tahun 2017)

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, terdapat

kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan yang diatur di dalam peraturan pengelolaan

penerimaan pajak restoran di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering

Ilir tahun 2016, dalam hal ini sangat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah

khususnya pajak daerah dari sektor pajak restoran. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih

dalam mengenai pengelolaan penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016,

dengan demikian diharapkan dapat diketahui proses pengelolaan penerimaan pajak

restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang di atas, maka dirumuskan

permasalahan berikut ini :

1. Bagaimana pengelolaan penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun

2016?
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2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan penerimaan pajak restoran

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguraikan proses pengelolaan penerimaan pajak restoran dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

2. Untuk menguraikan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses

pengelolaan penerimaan  pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, manfaat penelitian yang

diharapkan penulis terdiri dari 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berupa pengetahuan dan

diharapkan dapat membantu perkembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya pada

konsentrasi keuangan negara serta sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi

peneliti maupun pihak lain yang tertarik ingin meneliti dalam bidang penelitian yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan bagi semua kalangan terkhusus

bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir serta pihak-pihak yang terkait dalam

memahami lebih lanjut tentang pengelolaan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Ogan

Komering Ilir.
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